BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

BESARAN HONORARIUM SATUAN TUGAS TOLERANSI KEHIDUPAN
BERAGAMA/KEPERCAYAAN DI KABUPATEN PURWAKARTA

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
satuan tugas toleransi kehidupan beragama/kepercayaan di
Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016 perlu
memberikan honorarium Bupati;

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan = Daerah-daerah = Kabupaten  Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun
1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pelaksanaan  Tugas Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan
Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum
Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah
Ibadat;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006
tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat;



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3
Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2005 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2008 Nomor 1), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor
11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2013 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11
Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor
8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2008
tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013
Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2015
Nomor 11);

Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Purwakarta;

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 109 Tahun 2015
Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016;



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM
SATUAN TUGAS TOLERANSI KEHIDUPAN BERAGAMA/
KEPERCAYAAN DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2016

Pasal 1

Satuan Tugas Toleransi Kehidupan Beragama/Kepercayaan
Di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016 adalah
satuan tugas yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati
Purwakarta Nomor 300.05/Kep-103-Kesbangpol/2016
tanggal 4 Januari 2016.

Pasal 2

Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Satuan
Tugas Toleransi Kehidupan Beragama/Kepercayaan Di
Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 diberikan honorarium dengan nilai
tertinggi sebagai berikut (Rupiah/Orang/Bulan) :

a. Dewan Pembina Satuan Tugas Toleransi Kehidupan
Beragama/Kepercayaan :

1. Ketua : 3.000.000,-
2. Wakil Ketua : 2.000.000,-
3. Anggota : 1.500.000,-
4. Sekretariat : 750.000,-
b. Satuan Tugas  Toleransi  Kehidupan  Beragama/

Kepercayaan :

1. Ketua : 1.500.000,-
2. Wakil Ketua : 1.000.000,-
3. Sekretaris : 1.000.000,-
4. Anggota : 1.000.000,-
S. Tim Penegak : 500.000,-

Pasal 3

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan
Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran
2016.



Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam = Berita ~Daerah  Kabupaten
Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 4 Januari 2016

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.
DEDI MULYADI
Diundangkan di Purwakarta

pada tanggal 4 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,
Ttd.

Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si.

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 9



